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Lampiran -

Hal . Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri

Yth.

1. Kementerian Agama Kabupaten Takalar
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar
3. Pengadilan Agama Kabupaten Takalar
4. Lembaga Kemasyarakatan Kelas liB Takalar
5. Kementerian Pertanahan Kabupaten Takalar
di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor:
800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor:
1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
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13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum dan
Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemnur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten
Takalar:

a) Pasal 22A ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan
pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Bawaslu:

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TN/, dan
Anggota Polri terhadap:
a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa Kampanye.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

pertemuan;

ajakan;

imbauan;

seruan; atau

pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Poln dalam
lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.
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3. Lampiran Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dengan jadwal awal
pada Han Minggu, Tanggal 5 Mei 2024 dan jadwal akhir pada Harn Senin, Tanggal 19
Agustus 2024.

4. Peraturan pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten
Takalar:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 39, yang berbunyi

Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur, Pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang
diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau

b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi:

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan dini sebagai Calon Gubemur dan Calon Wakil
Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih
dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai
dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh
persen);

b.  Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung
paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c¢. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih darni
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam
setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
tersebar di lebih darni 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi
dimaksud.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat
dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang
menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum
dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau
Kabupaten/Kota dimaksud.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu)
pasangan calon perseorangan.
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5. Peraturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan:

a) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI,
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b) Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:
Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas: f. Netralitas.
Penjelasan Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari
segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar
kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik.

Pasal 24 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:
(1) Pegawai ASN waijib: d. menjaga netralitas.

c) Angka 1 (satu) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

(1) Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral
dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

6. Peraturan ketentuan sanksi dan pidana pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal
sebagai berikut:
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Pasal 185, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau
menggunakan identitas din palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan
menjadi calon Gubemur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil
Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan
denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 185A, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon
perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
maksimumnya.

Pasal 188, yang berbunyi:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan
lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

b) Angka 2 (dua) huruf (e) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikarenakan secara bertingkat sampai
pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan
antar isntansi pemerintah dengan PPNPN.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik
pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
Takalar mengimbau:

1. Memastikan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Takalar tidak memberikan surat dukungan yang disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh
dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa berdomisili dan
tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten
Takalar untuk mendukung calon perserorangan dan/atau pasangan calon perseorangan
menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024.
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2. Memastikan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Takalar untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan
menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada
keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politk dan melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

3. Memastikan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah
Kabupaten Takalar untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
terkait netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

4. Menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan
pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan
terkait netralitas Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Takalar pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

PIh.KETUA,

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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